
BAB  VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan permasalahan dan  uraian data serta fakta  tersebut di atas,  maka dapat 

disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Adapun bentuk Konflik yang terjadi di propinsi Riau khususnya yang berkaitan dengan 

konflik lahan pertanahan terjadi antara perusahaan dengan perusahaan lainnya, antara 

perusahaan dengan masyarakat, dan antara perusahaan dengan masyarakat hukum adat ( tanah 

ulayat). Berbagai konflik ini terjadi karena dipicu oleh isu lingkungan, isu penyerobotan lahan 

masyarakat, isu tumpang tindih lahan dan termasuk konflik tapal batas antar kabupaten kota 

dalam propinsi Riau dan tapal batas wilayah Propinsi dengan propinsi tetangga, serta isu 

lingkungan yang kesemua itu akibat adanya prosedural yang dilanggar dan tidak mengikuti 

aturan dalam merealisasikannya di lapangan. Masalah tersebut bahkan telah membawa bentrok 

pisik di lapangan baik antara masyarakat dengan perusahaan dan telah membawa kerugian 

pada masing-pihak yang bertikai. 

2. Kasus  resolusi konflik lahan selama 2013 belum banyak yang diselesaikan kalaupun tidak 

terdengar masyarakat menyuarakan tentang konflik hal itu lebih disebabkan tidak jelasnya 

agenda penyelesaian konflik pertenahan di Riau dan persoalan itu  pertanahan di Riau dan 

persoalan itu  dapat diperpanjang sesuai dengan yang diinginkan. Namun, apabila dibenarkan 

mendahului untuk menarik sebuah ungkapan tentang pola resolusi konflik lahan selama 2013 

adalah absennya agenda penyelesaian konflik lahan di Riau, sehingga tidak ditemukan arah 

yang jelas tentang pola penyelesaian konflik lahan. Beberapa kasus yang terjadi di Riau 

memperlihatkan bahwa negara absen (setidaknya setengah absen) dalam penyelesaian 

sengketa terkait dengan pengelolaan Sumber Daya Alam di Riau.Agenda penyelesaian konflik 
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pertanahan itu baru bahas atau diselesaikan apabila muncul lagi permohonan dari masyarakat 

atau apabila ada unjuk rasa. Alasan yang selalu dikemukakan terutama oleh Pemerintah 

Propinsi Riau adalah kewenangan penangan konflik pertanahan lebih banyak kewenangannya 

pada Pemerintahan Kabupaten Kota. Dengan melihat kasus-kasus konflik pertanahan yang 

terjadi di Propinsi Riau solusi yang diambil untuk menyelesaikannya dapat diupayakan 

melalui : a. Musyawarah; b. Mediasi; c. Jalur hukum. 

3. Dalam hukum Islam  mengenal dua paradigma dalam penyelesaian sengketa yaitu 

paradigma litigasi dan non-litigasi. Paradigma litigasi adalah suatu pandangan dan 

keyakinan mendasar bahwa satu-satunya institusi yang tepat untuk menyelesaikan 

sengketa adalah lewat pengadilan. Sebaliknya, paradigma non-litigasi berangkat dari 

asumsi dasar bahwa penyelesaian sengketa tidak harus melalui hukum dan pengadilan. 

Cara-cara di luar pengadilan jauh lebih efektif menyelesaikan sengketa tanpa 

meninggalkan luka di hati lawan. Spirit Islam menunjukkan bahwa hendaknya 

penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara-cara di luar pengadilan. 

Dalam pandangan hukum Islam, proses dan hasil merupakan dua hal yang sama-

sama penting. Hukum suatu proses mempengaruhi dan berhubungan dengan hasil atau 

hukum akhir. Tujuan yang baik harus diiringi dengan proses yang baik pula. Proses 

yang baik tidak akan mengabsahkan tujuan buruk. Dengan kata lain, tujuan akhir yang 

baik tidak akan menjadi baik kalau pelaksanaannya dilakukan dengan buruk.  

Pelaksanaan strategi harus dilakukan dengan cara damai (maslahat) dan tidak 

menimbulkan kerusakan (madarat). Seluruh strategi yang digunakan oleh warga untuk 

menyelesaikan masalahnya tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Terhadap 

Tanah masyarakat yang diserobot oleh Perusahaan Negara maupun oleh perusahaan 
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swasta adalah bertentangan dengan hukum Islam dan harus dikembalikan kepada 

masyarakat yang bersangkutan. Adapun penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah 

tidak akan menyelesaikan persoalan karena masyarakat itu tidak dapat dipisahkan 

dengan tanahnya, apa lagi dicarikan di tempat lain. 

  

B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini maka disarankan hal-hal sebagai berikut : 

1. Kepada Pemerintah dan DPR RI agar mengkaji-ulang perundang-undangan agraria 

/sumber daya alam yang tumpang-tindih dan bertentangan satu sama lain; serta 

mengkaji-ulang usulan-usulan perundang-undangan terkait kedudukan hukum 

masyarakat adat/lokal dan status hukum tanah adat/wilayah kelola/sumber daya alam 

masyarakat adat/lokal 

2. Solusi penyelesaian konflik yang terjadi hendaknya dapat dilakukan /dengan 

memperhatikan hukum adat yang berlaku pada masyarakat tempatan.  

3. Pemerintah Propinsi Riau dan DPRD agar segera secara bersama-sama membuat Perda 

tentang pengaturan tanah ulayat sebagaimana teleh dirintis oleh beberapa daerah di 

Indonesia, sehingga hak-hak masyarakat persekutuan hukum adat dapat dijaga 

keberlansungannya. 
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